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Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa di Indonesia, proses demokrasi yang 

berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-

kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, 

khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah 

dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah 

(pilkada) secara langsung sejak 2005. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah 

merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. 

Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah 

mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih 

dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, 

masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil 

keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Kondisi politik Indonesia yang 

sedang dalam proses konsolidasi demokrasi memunculkan pertanyaan, yakni apakah pilpres 

langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokratisasi dan penciptaan 

pemerintahan yang legitimate dan efektif? Untuk menjawab hal ini kiranya perlu dipahami 

bahwa demokratisasi adalah proses yang terus-menerus dan tak boleh henti. Seiring dengan itu, 

tantangan yang dihadapi sejak penyelenggaraan pilpres langsung yang berupa kecenderungan 

munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elite penguasa dan elite masyarakat 

seharusnya dicarikan solusinya agar pemilu di Indonesia bisa memenuhi harapan yang 

diinginkan. Untuk itu, kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres sebagai sarana 

untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat. 

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, 

khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga 

legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 

(pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem 

demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai 

amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh 

konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih 

belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. Pemilu serentak 2019 

adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang 

melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu 



sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol 

dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus 

berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, 

melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi 

dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila. 

Stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, 

DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara 

profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu 

dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada 

tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa 

disimpulkan bahwa semakin substans demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin 

besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin 

prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak 

percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.  

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang 

kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan 

menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan 

koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana 

suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan 

sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu 

serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai 

demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar 

di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang 

menjalankan demokrasi substantif. 


